
 

WALIX OTA PAGAR ALAM 

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM 

NOMOR /7O TAHUN 202 1 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PAGAR ALAM, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan  Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrsi ke dalam •Jabatan 

Fungsional dan melaksanakan  Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformaei Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan 

Organinasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar 

Alam. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4115); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 73J ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402J ; 

5. Peraturan  Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Dalam jabatan Fungsional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 5'25); 

6. Peraturan   Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 I Tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah 

Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 202 1 Nomor 546); 

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alain Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam 

(Lembaran   Daerah   Kota     Alam Tahun 2016 Nomor 8), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2O21 tentang perubahan kedua 

Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 20l6 

tentang Pembentukan 

Pagar Alam (Lembaran 

Nornor 3); 

Susunan   Perangkat   Daerah  Kota 

Daerah  Kota  Pagar  Alam  Tahun  202 1 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA 

KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimasud dengan : 

1. Kota adalah Kota Pagar Alam; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam; 

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam; 

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan  Usaha Kecil Menengah Kota Pagar 

alam 

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar 

alam 

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam; 

9. Sub Bagian  adalah   Sub   Bagian   pada   Dinas   Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dari Usaha Kecil Menengah Kota Pagar 

10. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan 

fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang  lingkup 

bidang tugas dan fungsi masing-masing; 

11. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang 

melakeanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang 

lingkup bidang tugas dan Fungsi jabatan administrator masing- 

masing; 
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l2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas PerJndustrian, 

Perdagangan, Koperasi dari Usaha Kecil Menengah kota 

pagaralam 

12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok tugas atau 

kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam 

rangka mendukung tugas Pemerintahan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha  kecil 

menengah; 

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

 
BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Susunan Organisasi D inas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Perindustrian; 

4. Bidang Perdagangan; 

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 

S. Bidang Metrologi; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
 
 
 
 
 

 
4 



BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah 

Pasal 4 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

usaha kecil menegah yang menjadi Kewenangan kota dan tugas 

pembantuan yang diberikan pada Walikota. 

 
pasal 5 

Untuk melaksanakan  tugas pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 4, Dinas mempvinyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah 

b. perumusan  kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi dan usaha kecil menengah 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil 

menengah; 

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

usaha kecil menengah; 

e. pemberian perizinan dan pelayanan umum; 

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan 

g. pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan  oleh Walikota  terkait 

dengan tugas pokok dan Fungsinya. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat     mempunyai      tugas      membantu      Dinas      dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dibidang kesekretariatan. 
 
 
 
 
 
 
 



Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada 

Sekretariat; 

b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas; 

e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; 

d. pelaksanaan  urusan  umum  dan  perlengkapan,  keprotokolan 

dan hubungan masyarakat; 

e. pelaksanaan ketatalaksanaan,  kearsipan  dan  perpustakaan 

dinas; 

f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan unit kerja Dinas ; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Pasal 8 

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 6, terdiri dari : 

a. Sub  Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 9 

Sub Bagian   Umum mempunyai tugas   membantu Sekretariat 

dibidang umum. 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 9, 

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan umum; 

b. Pelaksanan urusan umum, keprotokolan,hubungan masyarakat, 

penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi; 

c Pelaksanan  pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan 

perpustakaan dinas; 
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d. penyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan 

pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, 

e. pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, 

tenaga teknis dan fungsional; 

f. pengelolaan tangga dinas, perlengkapan, perjalanan 

dinas, keamanan dan kebersihan dinas; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Pasal 11 

Sub Bagian  Keuangan  mempunyai  tugas  membantu  Sekretariat 

dibidang keuangan. 

 
Pasal 12 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana   kegiatan   penyelenggaraan administrasi 

keuangan dinas; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; 

c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, perifikasi dan 

pembukuan anggaran keuangan dinas; 

d. pelaksanaan      penyusunan       laporan keuangan, 

menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun 

laporan keuangan akhir tahun; 

e. pelaksanaan pengawasan,   evaluasi   dan   pelaporan   dalam 

pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Bagian Ketiga 

Bidang perindustrian 

 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan perumusan dari pelaksanaan kebijakan 

operation al dibidang perindustrian. 
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dan 

dan 

kecil 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan  kegiatan  bidang perindustrian ; 

b. perumusan kebijakan  teknis dalam pengembangan industri 

dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, teknologi 

industri, sarana/prasarana industri dan pengawasan bidang 

perindustriari; 

C. penyusunan pedoman 

bidang pengembangan 

kecil dan kerajinan, 

petunjuk pelaksanaan kegiatan di 

industri dasar dan menengah, industri 

teknologi industri, sarana/prasarana 

industri dan pengawasan  bidang perindustrian; 

d. pelaksanaan   pengembangan industri  dasar   dan   menengah, 

industri kerajinan, teknologi industri, 

sarana/prasarana industri 

perindustrian; 

pengawasan bidang 

e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembang 

industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, 

teknologi industri, sarana/ prasarana industri dan pengawasan 

bidang perindustrian; 

f. pelaksanaan   usaha    promosi,    pendaftaran    dan    perizinan 

perindustrian; 

g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pengembangan industri dasar dan menengah, industri 

kecil dan kerajinan, dan pengawasan bidang perindustrian; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

Pasal 15 

Susunan organisasi Bidang Perindustrian, sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

dan 



Bagian Keempat 

Bidang Perdagangan 

Pasal 16 

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional dibidang perdagangan. 

 
Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud  pada 

Pasal 16, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program  dan  kegiatan  bidang  pembinaan  usaha 

perdagangan; 

b. pelaksanaan penyaluran, perlindungan konsumen; 

c. pelaksanaan usaha pembinaan perclagangan dan perizinan 

serta pendaftaran; 

d. pemantauan terhadap pelaksanaan penyediaan 

barang dan jasa; dan 

penyaluran 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Pasal 18 

Susunan organisasi bidang Perdagangan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Bagian Kelima 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pasal 19 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kopernsi dan  usaha 

kecil menengah 

 
Pasal 20 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan kegiatan bidang koperasi dan usaha 

kecil menengah (UKM); 
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b. perumusan kebijakan teknis penyelenggnraan kegiatan bidang 

koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 

c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi 

dan usaha kecil menengah (UKM); 

d. pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan usaha 

kewirausahaan; 

e. pelaksanaan  perizinan  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah 

(UKM); 

f. pelaksanaan pembinaan pengendalian dan penyuluhan bidang 

koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 

g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) ; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Pasal 21 

Susunan organisasi Bidang Koperasi dan Ueaha Kecil Menengah, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 
Bagian Keenam 

Bidang Metrologi 

Pasal 22 

Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

dibidang metrologi 

 
Pasal 23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 

Bidang Metrologi mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana ker j a bidang; 

b, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang; 

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi teknis tera, tera ulang, 

pengujian, dan kalibrasi; 

d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat ukur tera; 

e. penyusunan standar prosedur pengujian dan peneraan; 
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f. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan 

teknis pengujían dan peneraan ; 

g. pemberian bimbingan teknis kepada reparatir untuk  ukuran 

massa dan timbangan, dan bimbingan kepada pengusaha dan 

reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 

(UTTP); 

h, pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya (UTTP); 

i. pelaksanaan monitoring alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP} dan pemakaiannya; dan 

j. pelaksanaan fuпgsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 
Pasal 24 

Susunan   organisasi   Bidang   Metrologi, sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungaional. 

 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 25 

(lJ Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dìnas dapat 

dibentuk UPTD; 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal 26 

(1) jumlah  nomenklatur,  susunan  organisasi,   uraian  tugas  dan 

fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata keтja UPTD diatur 

dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat 

di Daerah. 

 
 
 
 
 
 
 

II 



 

 

 

 
(1) 

 
 
 

(2) 

 
 
 

(3)  

 
 
 
 
 

(4)  

 
 
 
 
 

(5} 

BAB V 

Kelompok Jabatan Fingsional 

Pasal 27 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Selain kelompok jabatan fungsional  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang 

dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan  

bertanggung jawab kepada Sekretariat dan Bidang pada masing- 

masing pengelompokan uraian fungsi. 

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan 

rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemaritahan dan 

evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional 

pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. 

Sub Koordinator  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) dan ayat 

(4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian  atas usulan 

Pejabat Yang Berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas fungsi Sub 

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

BAB  VI 

TATA KERJA 

Pasal 28 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi 

serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing - masing maupun antar satuan organisasi 

Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah 

sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing. 
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   Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai 

bawahan masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pimpinan  satuan  organisasi  bertanggung  jawab 

memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-mnsing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

    setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi  petunjuk  dan  bertanggung jawab  pada atasannya 

masing - masing serta menyampaikan  laporan  berkala tepat 

                          waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

untuk penyusunan  laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

Organisasi lain yang secara fugsional mempunyai hubungan 

kerja. 

 
BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 29 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

(2) Ketentuan mengerial uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan 

fungsi diatur dengn Keputusan Walikota. 

 

Pasal 30 

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan 

Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 



1$ DAERAH 

BURLI 

Pasal  31 

Peraturan Walikota ini mulai  berlaku  pada tanggal  dii undangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan  

peraturan  Walikota ini dengan penempatanya dalam berita Daerah  

Kota Pagar Alam. 

 

Ditetapkan di Pagar Alam 

Pada tanggal 3 1  Desember 2021 

 
TA PAGAR ALA M, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Pagar Alam 

Pada  tanggal   31 Desember 2021 
 

 
 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHU N 2021 NOMOR 70. 



SUB KOORDINATOR DAN 

KELOM POK JABATAN 

FUNGS(ONAL 

KEPALA DINAS 

l l 

SEKRETARIS 
KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

SUB KOORDTNATOR 

DAN KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUB KOORDINATOR 
DAN KRLOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB KOORDINATOR 
DAN KELOMPOK JABAT.AN 

FUNGSIONAL 

SUB KOORDINATOR 
DAN KELOMPOK J.SBATAN 

FUNGSIONAL 

 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, 
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

KOTA PAGAR ALAM 

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam 
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